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PEMERINVEAH K AR PATEN DAERAH TINGRAT 1 KUDUS

PER ATURAN DALRAR K \BUPATEN DAERAL TINGRKAT I KUDUS
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANG
PAJARK HOTEL DAN RESTORAN

UHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAL '
INGKAT [T KUDUS

BUPATI KEPALAD \FRAIIT

-undang Nomor 18 Tahun 1997

ah ditetapkannya Undang
craturan Dacrah tentang

Retribusi Dacrah, maka P
1 discsuaikan materinya :

bahwa dengan tel
ientang Pajak Daerah dan
Pajak Pembangunan harus seger

O
\Menimbang A

an materi tersebut di atas, dipandang
rah Daerah Swatanira Tingkat ke I
ang Pajak Pembangunan digant

b hahwa untuk melaksanakan penyesual
perlu untuk mencabut Peraturan Dac
Kudus Nomor Per. 11 Tahun 1960 tent
Jdengan Pajak Hotel dan Restoran,

but huruf a dan b di atas, perlu di -

pahwa schubungan dengan mahsud ferse
(en Dacrah Tingkal [T Kudus.

tetaphan dalam Peraturan Dacrah Kabupa
Tahun 1950 fenlang Pembentukan Dacrah-

| Undane-undang Nomor 13
ngan Propins Jawa Tengah.

MMengingal
dacrah Kabupaten dalam lingku

ang Pokok-pokok Pemerintahan

> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tent
8. Tambahan [embaran

di Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3
Neoara Nomor 3037).

¢ Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana e

3 i ndane-undang  Nomor
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara i
Nomor 3209) KL
!
4 Undang-undang Nomor 0 [ahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan /
Tatacara Perpajakan (T embaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan /
[ embaran Negara Nomor 3262). ' |
/
/

Nomoi 9 Tahun 1990 entang [Lepanwisataa (Lembaran
r 3427).

5. Undang-undang
2% Tambahan Lembaran Negara Nomo

Negara Tahun 1990 Nomor

Undang-undang  Nomer 17 Tahun 1997 tenfang Badan Penvelesaian
Sengheta Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahap
apra Nomor 3684)

i embaran Ne
7. Undang-undang
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
"ndang 2 N : ! e
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3683).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan I’ﬂj?k dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3686).

Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tenlang Pajak J\?M;‘::
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negar:
Nomor 3691).

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tontang Bentuk
Peraturan Dacrah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tatacara Pungutan Pajak Dacrah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara
Pemenksaan di Bidang Pajak Dacrah,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah T ingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
1994 tentang Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati di Propinsi Dacrah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Dacrah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Tahun 1995 Nomor 5),

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kudus Nomor %() Tahun
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1 Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I KU DUS
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ing vang dimaksud dengan -

a

b

Dacrah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 7T Kudus

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah T ingkat 1l Kudus:

¢. Kepala Daerah adalah Bupatt Kepala Daerah Tingkat I Kucus -

d. Dinas .



¢

an Dacrah Kabupaten Pacrah p 5

4 Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapat
ul

Tinghat 1 Kudus ;

1
el

Holel adalah bangunan yang Khusus discdiakan bagi orang uniuk  dapat
menginap/istirahat memperoleh pelayanan dan atau fasilitas tannya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunar lainnya yang menyaly dikelola dan
gimiliki oleh Pihak vang sama. tidak ermasuk rumah pemondokan dan pondok

boro |

\akan adalah tempat menyantap makanan dan atau
dah termasuh usaha jasa

f Restoran atau Rumah
dengan dipungut bayaran. [

nunuman yang discdiakan
boga alau katering
Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan Hotel dan

Lestoran !
crorangan atau badan yang

dan atau Restoran adalah p
atas nama sendiri

aha hotel dan atau restoran untuk dan
ihak lain yang menjadi tanggunganny? .

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang sclanjuinya Jisingkat SPTPD adalah
sural vang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran Pajak yang terhutang n pcrundang-undang,an
perpajakan Dacrah .

h. Pengusaha Hotel
menvelenggarakan us
atau unfuk dan atas namap

menurut peraturd

disingkat SSPD adalah sural
melakukan pembavaran atau
crah atau ke tempat lain vang

Sural Setoran Pajak Dacrah. yang sclanjutnya
vang digunakan olch Wajib Pajak untuk
- penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Da
ditetapkan oleh Kepala Daerah

ang sclanjuinya disingkat SKPD adalah surat

erah v
k yang terhutang ;

k. Surat Ketetapan Pajak Da
besarnya jumlah paja

keputusan yang menenfukan
1 Surat Ketctapan Pajak Dacrah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah sural keputusan vang meneniukan besarnya jumlah pajak
vang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak. besarmya sanksi administrast. dan jumlah vang masth harus dibayar
Bavar Tambahan yang sclanjutnya

jah Dacrah hurang
an tambahan atas

m. Surat Ketctapan Pa
putusan vang menentuk

disingkat SKPDEBT adalah surat ke

jumlah pajak yang telah ditetapkan .

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bavar.  vang sclanjutnya  disingkat
SKPDLB. adalah surdi menentukan  jumiah kelebihan
pembayaran pajak harena jumlah kredit pajak lchih besar dari pajak vang

(erhutang atau tidak

keputusan  vang

seharusnyva ferhutang

sclanjutnya disingkat SKPDN adalah
pajak vang terhutang sama besarnva
tidak terhutang dan tidak ada Jaedit

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang

sural keputusan vang menentukan jumizh

dengan juralah hredit pajak, alau pajak
pajak
p. Surat
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p. Surat Tagthan Pajak Daerah vang sclanjutnya disingkat STPD adalah surat

untuk melakukan lagihan pajak dan atau sankst admunistrast berupa bunga dan
atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan

di Hotel dan Restoran

2)  Obyek Pajak adalah sctiap pelayanan yang discdiakan dengan pembayaran di
hotel dan restoran, termasuk

a. fasihtas penginapan ;

b. pelayanan penunjang scbagai kelengkapan tasilitas penginapan atau yang
sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan

fasilitas olah raga dan hiburan vang discdiakan khusus untuk tamu hotel,

bukan untuk umum |
d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara at
penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan

au pertemuan di hotel ;

{asilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah

penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau [asilitas tempat tinggal
lainnya vang tidak menyatu dengan hotel :

b. asrama dan pesantren |
fasilitas olah raga dan hiburan vang disediakan di hotel vang dipergunakan oleh

bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
d. pertokoan. perkanforan. perbankan, salon yang dipakai oleh umum du hotel -
pelayanan perjalanan wisata vang diselenggarakan  oleh hotel dan  dapat

dimanfaatkan olch umum
f. pelavanan usaha jasa boga'katering |
pelayanan yang disediakan oleh resforan atau pumah makan yang peredarannya
tidak melebihi batas vang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

h. pondok boro
Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan

pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
2)  Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.
BAB I
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal % ...

. J“/



Pasal §

)l ar pe ‘ . | .
Pasar pengenaan pajak adalah jumiah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan
alw restoran.

Pasal 6
Tarip Pajak ditctapkan scbesar 10 ©6 (sepuluh persen)
BAR 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Pajak terhutane dipungut di wilavah dacrah tempat hotel dan restoran
Derlokast.

(2)  Besamya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan

dengan tanp pajak.
BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG, DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu lerientu vang Jamanya ditetapkan olch Kepala
Daerah schagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang,

Pasal 9

[ahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya satu tahun takwim kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwirn.

Pasal 10

Pajak terhutang dalam masa pajak erjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoren {

diperoleh.
Pasal 11

(1)  Setiap wagib pajab wajib mengisi SPTPD

(2)  SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas.
benar, dan lengkap

(3)  Bentuk. is1, dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VI

TATACARA PERUITUNGAN DANP ENETAPAN PAJAK

Pasal 12.




{2

(1)

(2)

(3)

[

[rasal 12

Herdasarkan SPTPD <ebagaimana dimaksud Pasal 11 avat (1) .Pera{uran
Dacrah mi. Kepala Daerah menefapkan pajak terhutang dengan menetbithan
SKI’D

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud avat (1) Pasal it tidak atau kutzmg
dibayar setelah lewat wakru paling lama 30 (tiga puluh) han sejak SKPD
diterima dikenakan sanksi admimstrasi berupa bunga scbesar 2 %o {dua
persen) perbulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

Waijib Pajak membavar sendin, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 avat (1) Peraturan Dacrah i digunakan untuk  menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendin vang ferhutang

Dalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala
Dacrah dapat menerbitkan

a. SKPDKB .

b. SKPDKPRT:

¢. SKPDN

SKPDKDB scbagaimana dimaksud huruf a ayat (2) Pasal i diterbithan

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak vang
terhutang tidak atau kurang dibayar. dikenakan sanksi administrast berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dad Pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya Pajak .

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan
dan (clah ditegur secara fertulis, dikenakan sanksi admimstrasi berupa
bunga scbesar 2 %o (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak vang kurang
atau lerlambat dibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya Pajak :

¢ apabila kewajiban mengist SPTPD tidak dipenuhi. Pajak vang terhutang
dilutung secara jabatan, dihenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
schesar 25 % (dua puluh lima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung
dan Pajak vang kurang atau terlambat dibavar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnva Pajak.

SKPDKBT scbagaimana dimaksud huruf b ayat (2) Pasal ini diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data vang semula belum lerungkap vang
menyebabkan penambahan jumlah Pajak vang terhutang, akan dikenakan
sanksi adumimstiasi berupa henaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
Jjumlah Kekurangan Pajak tersebut.

SKPDN sehagaimana dimaksnd hurut ¢ avat (2) Pasal i diterbitlan apabila
jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidek terhutang dan ndak ada kredit Pajak.

(5) Apabiia ...



/

(6)

(1

(2)

(4)

(1)

am SKPDKB dan
) Pasal mu tidak atau
ditagih

;‘\pahilu kewajiban membavar Pajak terhutang  dal
SKPDKBT schagaimana dimaksud huruf a dan b ayat (2
tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,
dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi Adminustrast berupd
bunga 2 %o (dua persen) perbulan.

BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 14
g ditunuk

Pembavaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat Jamn vat Lo
oleh Kepala Dacrah sesuai waktu yang ditentuban dalam spTPD, SKPD
SKPDKB, SKPDRBT, dan STPD.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditcmpal lain vang ditunjuk. hasil
penerimaan Pajak harus disctor ke Kas Dacrah sclambat-lambatnya 1 % 24
jam atau dalam waktu vang ditentukan olch Kepala Dacrah.
Pembayaran Pajak schagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal mi
dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 15

Pembayaran Pajak dilakukan schaligus atau lunas.

tujuan kepada Wajib Pajak uniuh

Kepala Dacrah dapat membenkan perse
clah memenuhi

mengangsur Pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, set
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal i harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar
2 ¢y (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak vang belum atau kurang

dibavar

Kepala Dacrah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu vang ditentukan setelah
memendhi persyaratan vang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 %o (dua
persen) perbulan dari jumlah Pajak vang belum atau kurang dibavar

Persvaratan unfuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara

pembayaran angsuran dan penundaan scbagaimana dimaksud ayat (2) dan (4)

Pasal int ditctapkan oleh Kepala Dacrah
Pasal 16

Ibavaran Pajak sebacaimana dimaksud dalam Pasai 15 Peraturan
buku

Setiap pen
Dacrah i diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam

penerimdan.

(2) Bentuk .




2 bukti pembayaraft. dan buku penenmaan
{aphan olch kepala

1 . ,
M) Bentuk, jenis, i, ukuran tand
aval (1) Pasal i, dite

Paiah schapaimana dunahsud
[ Maerah

Al VI

TATACARA PENAGH {AN PAJA K

pasal 17
at lmn yang sejents sebagal awal
ari sgjak saal

an. Surat Permgatan atau sur '
arkan 7 (tujuh) h

(1) Sural {eour
tindakan pelahsanaan penagihan Pajak dikelu
jaluh tempo pembayaran.
7 (tujuh) han sctelah tanggal Surat Teguran, Su'raf
Wajib Pajak harus melunasi Pajak

(2 Dalam jangha waktu
Jain vang sejenis.

Peringatan atau surat
vang terhutang.
ringatan atau surat lain yang sejemnis schagaimand

(3)  Surat Teguran, Surat Pe
[ ini dikeluarkan oleh Pejabat.

dimaksud dalam ayat (1) Pasa

Pasal 18
m jangka

ar tidak dilunast dala
atau

gurat Peringatan.
¢ ditagih dengan Sural

masih harus dibay
an dalam Surat Teguran,
ang harus dibaya

(1)  Apabila jumlah Pajak yang
waktu sebagaimana ditentuk
qural lain vang sejenis. jumlah Pajak v
Paksa.

at 21 (dua puluh satu)

n Surat Paksa scgera sctelah lew
tau surat lam yang

(2 Pejabat menerbitka
Peringatan &

hari scjak tanggal Sural Teguran, Surat
sejents.
Pasal 19

angka wakiu 2 X 24 jam

1s dibayar tidak dilunasi dalam j
2 menerbitkan Surat

Apabila Pajak vang hart
at Paksa, Pejabat scgel

cesudah tanggal pemberitahuan Sur
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 20

ajak belum juga melunasi hutang Pajaknya,
pelaksanaan Surat  Perintah
penctapan tanggal

senvitaan dan Wajib I
1) hari sejak tanggal
mengajukan  permintaan

Setelah ddakukan |
setelah lewat 10 (sepuliat
A elaksanakan  Penyuaan, P¢jabat
pelelangan kepada kantor | elang Negara

Pasal 21

jam, dan tempal

Negara mencrapkan  han tanggal.
ceara terfulis kepada

Setelah Kantor Lelang
jukan dengan segerd s

pelaksanaan lelang. Juru Sita memberital
Wajib Pajak.
Pasal 22 ..

| ¥



Pasal 22

Hentuk, jenie
. Jenrs, dan s formulir vang, dipergunakan untuk pelaksanaan penahian

Pajak Duerah ditctaphan oleh Kepala Dacrah.

BAB IX

PENGURANGAN. KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN pPAJAR

Pasal 23
(1)  Kepala Dacrah berdasarkan permohonan. Wajib Pajak dapat memberthan
pengurangan, kernganan. dan pembebasan Pajak.

angan, kernganan. dan pﬁmbebasan Pajak

() Talacara pemberian pengui
1) Pasal ini, ditetapkan olch Kepala Dacrah.

sehagaimana dimaksud ayat (

BAB X

TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN.
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINTSTRASI

pasal 24

(1) Kepala Dacrah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat -

memmbetulkan SKPD, SKPDEB, SKPDKBT. atau STPD yang dalam

apal kesalahan wlis, kesalahan hitung, dan atau

penerbitannyd terd )
undangan pﬁfpﬂJﬂkan

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
dacrah |

b, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar

. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi herupa bungd:

denda, dan kenaikan pajak vang terhutang dalam hal sanhsi tersebut

dikenakah karena Lekhilafan  Wajib Pajak  dan pukan karend
jesalahannya.

fetapan, dan

adminisirast atas SKPD, SKPDRB,

sud pada ayal (1) Pasal int

Permohionait pembetulan, pembatalan, pengurangan ke

-
(2)
atau pengurangan sankst

penghapusan
SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimak
narus disampatkan sceard certulis oleh Wajib Pajak kepada kepala Daerah.
Jammbatnva 30 (g2 puluh) hari sejak tanggal diterima

atau Pejabat selambat
[ dan STPD dengan memberikan alasan

SKPD. SKPDRD. SKPDKB
vang jelas

Pejabat pafing lama 3 (tign) bulan sejak surat

73 Pasal i dierima, sudah harus

(3 Kepala Dacrah atau
, dimaksud ayat (2) Ie

permohonan sebagamaind
memberikan Kepufusan.

(4) Apabila ...
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(1)

()

]

Apabila setelah 1o

Pasal ini, fiih ;;;vm waktu 3 (tiga) hulan sebagaimana dimaksud ayat (3)

Permohonan zﬁmb?r?l?ah alau Pejabat lidak memberikan heputusan.

henghapusan a an.  pembatalan, pengurangan  ketetapan dan
lau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dacrh
alau Pejabat atas suatu .

SKPD ;

SKPDKB ;

SKPDKBT ;

SKPDLB .

SKPDN :

Pemotongan atau pemungutan olch pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan vang berlaku.

e a0 o

Permohonan  keberatan  sehagaimana  dimaksud  avat (1) Pasal m,
disampaikan sccara tertulis dalam bahasa Indonesia paling Jama 3 (uga)
bulan scjak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT. SKPDLB. dan SKPDN
diterima olch Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/ pemungufan oleh
pihak ketiga scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i dengan alasan yang
jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan di luar kekuasaannya.

Kepala Dacrah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan scjak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud

avat (2) Pasal i diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila sctelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana dimaksud
avat (3) Pasal i, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan kepurusan.
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal m tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26
Wajib DPajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyclesaan
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditennmanya
keputusan keberatan.
Pengajuan banding scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal i tidak
menunda kewajiban membayar Pajak

Pasal 27 ......




Pasal 27

25 Peraturan

-aluran Dacrah
alikan

aling

Apabila. pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Dactah ini atay banding scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peratu ;
i dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak (ltkcr;:
dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) perbulan unfuf P
lama 24 (dua puluh empat) bulan,

BAB XIH
PENGEMBALIAN KELFEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28

: alian  kelebihan
(1) Waib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelcbiha
pembayaran Pajak kepada Kepala Dacrah atau Pejabat.

. .
(2) Kepala Dacrah atau Pejabat dalam jangka waktu palmg Iarym 12 ( du;ah;lr.z;])
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian Lulcbxh;m pc-mh?;km
Pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 harus membenk
keputusan.

(3)  Apabila jangka wakiu scbagaimana dimaksud dalam ayat (2)'?33;19 1’:]”
dilampaw Kepala Dacrah atau Pejabat  tidak mcmhcnk@ kb?" (: :
permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran Pﬂlﬂk' -dlangoﬂ[ll
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama
(satu) bulan.

4) Apabila Wajib Pajak  mempunyai hutang  Pajak lainn.Vﬂ-' 'kclelnhan
pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal o langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.

(3)  Pengembalian kelebihan pembavaran Pajak dilakukan dalafn Jjangka wakmu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB  dengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6)  Apabila pengembalian kelebthan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDIB, Kepala Dacerah atau
Pejabat meraberikan imbalan bunga schesar 2 o (dua persen) perbulan atas
keterlambatan pembayaran kelebthan Pajak.

Pasal 29

\pabifa kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya,

scbagaimana  dimaksud dalam  Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah * ini,

pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X111
KEDALUWARSA

Pasal 30 .




()

Pasal 30

al ; ’ 4, At
Hak untuk melaknkan penapthan Pagak, kedaluwarsa setefah :m.L;\nn:;n‘“
. ) ) } o Tl ol
Jangka waktu 5 (hma) tahun teihitung sejal saal tethutanpnya 1 *“"";) t‘l"h

. ' p : Y 4 acty
apabila Wanl Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpagakan

A al (1) Pisal

hedatuwarsa penapihan Pajak schapamiana dimakaid dalam avat (1)

metertingguh apabila

A Diteebithan Surat Tepuran dan St Paksa Jangsing matpin
g LA g
b Ada pengakuan hutang Pagak dare Wagh Pagak bask Ly,

fidak Tanpsung
BAB XTIV
KITENTUAN PIDANA
Pasal 31

IODTS At
Barang siapa vanp, karena kealpaannva (dak nufrlvn""‘l"""‘f”; ?'lli:ull)m;j‘:::
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampi f" /i ;i¢’1’ll'l
vang fidak benar sehingga merugikan kenangan Dacrah ddp:,”r“’l ‘l 1j
dcngan pidana kurungan sclama-lamanya 1 (satu) tahun dan- atau denda
schanvak-banyaknva 2 (dua) kal jumlah Pagak yang terhutang,

Rarang stapa vang dengan senpaja tidak mcnv.unpmk.'i.n SPTPD Jlf“l
mengist dengan tidak benar atau tidak lenpkap atan melampirkan Lclu;mé’r'”"
\';uu; tidak benar schingga merugikan keuangan Dacrah dapat dipidana
dcnl!nn Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda schanvak-
Ixm;.lkn\ a4 (cmpat) hali jumlah Pajak vang terhutang,

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Dacrah ini tidak
dituniut setelah melampaui jangka waktu 10 {sepuluh) tahun sejak saal [crhqlnngn)d
Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau
befakhirnya Tahun Pajak

(1

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 33
Pejabat Pegawai Negerr Sipil “dic Toghungan Pemerintah Daceah diben
wewenang khusus: sebagan Penvidik untuk melakukan penvidikan findak
pidana di bidang perpajakan Dacrab schagaimana dimaksud datam Undang

nndang Nomor 8 Tahun 198 tentang Hukum Acara Pidana

Wewenang Penyidik sebagamana dimaksud dalam ayal (1) Pasalion adalah

domenerina




=

Penvidik  scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
dimulainya penyidikan dan meny
Penuntut {/mum. sesuai dengan ketentuan

undang Nomor § Ta

(o)

menerma

laporan b. L-mcnca“; mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau
agar k crhenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Dacrah
8ar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

m_encn'm;,_ mencant, dan mengumpulkan keterangan mengenat Orang.
pribadi atau badan tentang kebenaran pcrbuamn-pcrbtwmn yang
dilakukan schubungan dengan tindak prdana perpajakan Dacrah
tersebut;

rang pribadi atau badan

meminta keterangan dan bahan bukti dari 0
ajakan Dacrah .

schubungan dengan tindak pidana di bidang perp

dan d()kumcn-dolmmcn lain

memeriksa buku-buku, catatan-catatan,
perpajakan Daerah

berkenaan dencan tindak pidana di bidang

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pcmlvulfltl.ﬂ’ﬂj
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain scrta melakukan penyl aail
terhadap bahan bukii tersebut

pelaksanaan tugas

hanfuan tenaga ahli dalam rangke
h;

memin(a
ana di bidang perpajai n Dacra

penyidikan tindak pid
n ruangan atau
jan memeriksa
a dimaksud

melarang, seseorang meninggalka

riksaan scdang berlangsung ¢
ang dibawa scbagamman

menyuruh berhenti.
fempal pada <aal peéme
identitas rang dan atau dokumen y

it - ayatint .

Lemoliel seseorang yang berkaitan dengan findak pidana perpajakan

Daerah

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagat

tersangka atau sahsi

menghentikan penyidikan

Lelancaran penyidikan tindak

melakikan tindakan lain vang perfu untuk
vang dapal

pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum
dipertanggung-jawabkan

membentahukan
ampaikan hasil penyidihannya kepada
yang diatur dalam Undang-

hun 1981 tentang [Tukum Acara Pidana
BAB XV1

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang  mengenat

pelaksanaanmya akan diatur lebih lanjui oleh Kepala Dacrah.
Pasal 35




DEW AN PERW

RABUPATEN P AERAL

SIGIM MACHMU

Pasal 35

Jreraturan ractab yactab
ap0 lentang [afak
1 depgan peraturi

Deng:

ngan ber

. v herfakunva Peraturan Dacns

Swatantta Tinghat & u T

Pembangunan l'\‘l P $ e

Dacrah ini ‘y“! kcfg“ylll;ltl-kc-lcxxltmn lain vang bertentansdt
dinyatakan tidak berlaku lagt.

Pasal 30

P > " - = . ‘
eraturan Dacrah ! mulai berlaku pada fangeal (lmml:mgkun
yandangan

ane dapatl lllL‘l|[',Cl‘||1tlill.\.’I, nu-mcrinl:uh!\.'m pont
Jalam | cmbaran Dacrah [ abupalich

i 3R 0 o £
Apar supayd sefuap on
Al |u‘|1ul\pdl.’||n!\

p Yoy
Perataran Dacrah e deng
Dacrah Tinghat 1l Kudus

At

ks uddus

Intetapkan d
28 pebruai 09K

pada (anggal
\RTTANR A\KYAT !)‘\]'R‘\H BUPATI KEPATLA DALIRAH
1 TINGRA [ RUDUS FINGRAT T RUDUS
Kt

\'“lﬁl’.’\ V.‘»'U'\”)

DS ME A
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN ‘
AN Y . .
AN DAERAI KABUPATEN DAFRAI TINGKATH KUDUS

NOMDR 3 TAHUN (998

JENTANG
PAJAK TOTEL DAN RESTORAN

PENJETASAN UMUNM
1097 fentan! PPajak
ah Nomor
kan jenis

o 18 Tahun
an Peraturan pemerint
an Restoran merupa

ang-undang Nomd
lanjuti deng;
La Pajak Hotel d

: Rahwa berdasarkan Und
Dacrah dan Retribusi Dacrah yang ditind:
19 Tahun 1997 (entang Pajak Dacrah. ma

pajak Dacrah Tinghat IT.
omor 18 Tahun 1997 tersebut.

Undang-undang N .
| dan restoran diatur dalam Peraturan Dacrah
1960 tentang Pajak Pembangunan.
4 diatur dalam Peraturan Dagcrah

sintensitkan  dengan ditetap-

Sebelum ditetaphannya
pelaksanaan poinunguian pajak hote
Kabupaten Kudus Nomer Per. 11 Tahun ,
Pemungutan Pajak [Hotel dan R'.:slloran acbafaT:u,x:hih !
teT atac pelaksanaanaya di lapangan dapat &€ 1
S;;:’j‘ S"n;:ng?sld};ng ‘,\'cﬁwr 18 Tahun l‘)‘)z benhut peraturin pzl{aksm::uﬁ\r:
sehingga akan dapat meninghatkan pendapatan ash l?acrah km.'cfm dengan (Jc‘arj mb :
nva sanksi hukum yang beral kepada pelanggaf pajah. penyidihan, diperluasnya ¢ ‘_\c i
pajak. dan dasar ' pengenaan pajak. Peneadministrastan pcn)a_;aka.n dacrah  vang
memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Pajak maupun petugas pajok Dacrah

Rerkaitan dengan maksud-maksud rersebut di atas, perfu seger untuk
mclaksanakan penvempurnaan atas Peraturan Dacran Nabupatei Rudus Nomor Per. 11
Tahun 1960 tersebut dan mengatur Jembali dengan menetaphanfiva dalam Peraturan
Dacrah kabupaten Daeran T inghat [ Kudus teniang Pajak Hotel dan Restoran.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 2 ayat (1) . Cukup jelas

Pasal 2 avat (2) huruf 2 Vang dimaksud dengan fasilitas penginapan, anfara lain
oubug  parwisata (colage), motel. wisma - panmwisata.

pesanggrahan (hostel). Tesmun Jan rumah pengmapan

tetmasuk ramali hos dengan amar 15 (lina belas) buah

lebih vang menvediakan fasilitas seperti rumah

atau

pengradpai.

Pasal 2 avat (2) huruf | ' ks )
asal 2 avat (2) huruf b -y ang dimaksud dengan pelayanan penunjang, antara lain:
tL. V! TSI Ny » " vey : o
;cpcm taximul. felex. totocopy. pefavanan cucr, setrika,
1. 0o L '
taksi dan penganghutan lamnnya vang disedidhan ataw
dikelola notel

Pasal




1

172 avat () hurnd ©

L

s Pasal 36

Pasal 2 ayat (2) hurul d

Bni“":':;’ i'-:‘“:

olah raga dan hiburan.

(fitnes center), kolam
ang disedid -

yang dimaksud dengan fasilitas
antara jamn © Pusat kebugarn
renang, teme. 20lf karaoke. pub. diskottk. )

fan atau dilelola hotel.

- Cukup jelas.
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